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Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-1/2003 perihal Pengujian Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PUU-VI1/2009 perihal Pengujian
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XI11/2014 perihal Pengujian
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XII1/2015 perihal Pengujian
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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